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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan akan menunjukkan kinerja dan
kondisi manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan. Laporan
keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi akan memberikan
fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode yang akan digunakan.
Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi integritas manajer dalam melakukan
pelaporan  keuangan yang optimis maupun  konservatif.  Akuntansi
menginterpretasikan pelaporan yang menghasilkan true value ke dalam kelas
mendasar dari akuntansi yang harus menggenapi karakteristik akuntansi. Untuk
melengkapi dan menyempurnakan laporan keuangan tersebut maka terbentuklah

suatu konsep yang disebut konservatisme akuntansi.

Konservatisme akuntansi adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang
dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba yang dilakukan
dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang
dilingkupi  ketidakpastian (Nicolin, 2013). Menurut Suwardjono (2014),
konservatisme akuntansi merupakan sikap atau aliran dalam menghadapi
ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan
(outcome) yang terjelek dari ketidak pastian tersebut. Sikap konservatif juga
mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara

bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko.



Statement of Concepts No.2 FASB mendefinisikan konservatisme sebagai
kehati-hatian dalam merespon ketidakpastian dengan memastikan bahwa
ketidakpastian dan risiko bisnis sudah dipertimbangkan secara memadai.
Pemahaman lain juga mengungkapkan konsep konservatisme yang sama dengan
cara yang berbeda menurut Godfrey et al (2010), yaitu “Recording expenses, losses
and liabilities as soon as possible, eventhough theevidence may be weak; however,
it requires that revenues, gains and assets be supported by more substantial
evidence before they are recorded” (mencatat beban, kerugian, dan kewajiban
secepat mungkin, walaupun bukti yang dimiliki mungkin lemah; namun
bagaimanapun juga, untuk mencatatat pendapatan, keuntungan dan aset harus

didukung dengan bukti yang lebih substansial sebelum dapat dilakukan pencatatan.

Konsep dari konservatisme ini ditekankan pada pengakuan biaya dan rugi yang
lebih cepat, pengakuan pendapatan dan untung yang lebih lambat, menilai aktiva
dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi.
Konservatisme diimplementasikan karena akuntansi menggunakan dasar akrual
dalam membentuk dan menyuguhkan suatu laporan keuangan. Definisi resmi dari
konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 FASB
(Financial Accounting Statement Board) yang mengartikan konservatisme sebagai
reaksi yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada
perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko dalam

lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan.

Setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda-beda dalam pelaporan

keuangannya. Dalam kegiatan perekonomian yang tidak pasti, perusahaan lebih



memilih untuk mengimplementasikan konsep konservatisme agar menciptakan
laporan keuangan yang terlepas dari perilaku oportunistik manajemen. Salah satu
contoh kasus kecurangan manajemen dengan penyajian yang overstate adalah kasus

kecurangan PT. KAI pada tahun 2006.

Prinsip konservatisme akuntansi dianggap bermanfaat karena dapat digunakan
untuk memprediksi laba dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan
datang. Pada dasarnya, manajemen menginginkan laba yang besar pada laporan
keuangan, sedangkan investor ingin berinvestasi pada perusahaan yang aman atas
pelaporan keuangannya. Maka dari itu, investor cenderung menginvestasikan dana

yang dimiliki pada perusahaan yang menerapkan konservatisme.

Prinsip konservatisme akuntansi memiliki kedudukan yang penting dalam
mengandalkan kondisi keuangan manajemen jika terjadi instabilitas ekonomi yaitu
dengan cara mengakui keuntungan lebih lambat dan mengakui kerugian lebih cepat.
Namun sampai saat ini prinsip konservatisme masih dianggap prinsip yang
kontroversial oleh beberapa peneliti. Sebagian peneliti berpendapat bahwa laba
yang dihasilkan dari metode konservatif kurang berkualitas, tidak relevan, dan tidak
bermanfaat. Sedangkan sebagian peneliti lainnya memiliki pandangan bahwa laba
konservatif yang disusun menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif

mencerminkan laba berkualitas yang dapat diperoleh oleh perusahaan (Dewi, 2004).

Konservatisme akuntansi dalam pengaplikasiannya di perusahaan tidak akan
berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan konsep dan aturan-aturan yang
bisa mendasari terbentuknya tata kelola perusahaan yang baik sehingga

pengendalian aset dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akan dikelola



secara baik. Implementasi prinsip akuntansi konservatisme dalam mengungkapkan
laporan keuangan suatu perusahaan, salah satunya didorong oleh sistem tata kelola
perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu membentuk tata kelola perusahaan

sebagai konsep dan aturan yang baik dan benar.

Tata kelola perusahaan (Corporate Governance) secara umum merupakan
sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme
hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari
nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Corporate
governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan
menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis

global.

Penerapan corporate governance dilakukan oleh seluruh pihak yang ada di
dalam perusahaan dengan adanya dewan yang mengelola dan mengawasi kinerja
perusahaan yang akan mempengaruhi tingkat konservatisme yang akan digunakan
perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Mulai dari dewan komisaris,
direksi, manajer, dan karyawan. Dewan komisaris memiliki wewenang dalam
mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip
corporate governance dan kesesuaian tugas yang dilakukan manajemen perusahaan
dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan dan memastikan bahwa direksi
dan manajer telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai dengan

strategi yang telah ditetapkan (Indrayati, 2010).



Penggunaan konservatisme akuntansi dalam perusahaan menghasilkan laporan
keuangan yang pesimistis. Hal tersebut mengurangi harapan berlebihan pada
manajer dan pemiliki perusahaan. Inilah masalah keagenan dalam suatu perusahaan
sehingga corporate governance hadir sebagai jembatan pemecah permasalahan
keagenan ini. Sehingga implementasi corporate governance yang baik akan
membuat tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan juga baik. (Rahmawati,
2010). Hal ini dikarenakan corporate governance adalah konsep yang dipakai demi
terlaksananya pengendalian perusahaan yang lebih baik bagi seluruh pengguna

laporan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Corporate Governance wajib mempunyai organ
perusahaan. Organ-organ perusahaan yang ada di dalam corporate governance
antara lain rapat umum pemegang saham (RUPS) dimana RUPS sebagai organ
perusahaan merupakan badan bagi para pemegang saham untuk mengangkat
ketentuan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan,
dengan mengamati ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya ada dewan komisaris dan direksi, yang mempunyai otoritas dan
tanggung jawab yang jelas untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan
dalam jangka panjang. Kemudian ada pemegang saham sebagai pemilik modal,
memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Lalu ada pemangku
kepentingan (selain pemegang saham) yaitu mereka yang mempunyai kebutuhan
dan kepentingan akan perusahaan dan mereka yang tergerak secara langsung oleh

ketetapan yang hakiki dan operasional perusahaan.



Dalam praktiknya, organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata
kelola perusahaan yang sehat. Surya dan Yustiviananda (2006) menyebutkan paling
tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan corporate
governance, Yyaitu (i) Komisaris dan direktur independen yang merupakan pihak
yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham minoritas. Lalu ada (ii) Komite
audit yang muncul karena kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal
penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris. Dan (iii)
Sekretaris perusahaan yang berfungsi sebagai pejabat penghubung antar
perusahaan, khususnya perusahaan besar yang telah mendaftarkan perusahaanya di
bursa. Berlandaskan tugas yang dimiliki oleh organ perusahaan, dewan komisaris
dan komite audit adalah organ perusahaan yang mempunyai dampak besar dalam
menyusun laporan keuangan. Karakteristik dewan komisaris secara detail berkaitan
dengan skala komisaris independen sedangkan komite audit secara spesifik
berkaitan dengan skala frekuensi pertemuan komite audit dan kompetensi komite

audit.

Dewan komisaris adalah sekelompok orang yang didirikan oleh pemegang
saham dan mewakili kepentingan dari para pemegang saham. Dewan komisaris
memiliki kedudukan besar dalam perusahaan. Pada sisi ukuran dewan komisaris,
jumah dewan komisaris yang besar akan mengembangkan aktivitas pemeliharaan
yang lebih tepusat. Dewan komisaris yang independen adalah pihak yang tidak

terkoneksi dengan pihak-pihak lain.

Dewan komisaris bertugas melaksanakan pengendalian secara umum sesuai

dengan anggaran dasar serta memberi amanat kepada direksi. Salah satu fungsi



utama dewan komisaris adalah mengawasi atau monitoring terhadap kinerja
manajemen dalam hal business plan secara independen. Efisiensi dari dewan
komisaris selaku sistem pengendalian, akan membuktikan efektifitas dari
implementasi corporate governance. Agar fungsi dan tugas dewan komisaris dapat
berjalan dengan baik, maka perlu dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan

tidak tendensius terhadap kepentingan golongan tertentu.

Menurut Egon Zehnder dalam Booklet FCGI, dewan komisaris merupakan inti
dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi
perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta
mewajibkan terlaksanya akuntabilitas. Dewan komisaris dapat juga mengambil
keputusan-keputusan yang valid dan mengikat. Pada intinya, dewan komisaris
merupakan suatu mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi

pengelola perusahaan.

Ukuran dewan komisaris merupakan elemen yang penting dari karakteristik
dewan komisaris yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Dengan
adanya ukuran dewan komisaris yang lebih besar maka akan memudahkan untuk
melaksanakan tugas pengawasan terhadap Kinerja perusahaan yang lebih spesifik.
Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota
dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih
khusus dalam mengawasi perusahaan (Indrayati, 2010). Dalam melaksanakan

tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit.

Komite audit merupakan salah satu organ corporate governance yang

diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam penerapannya.



Eksistensinya diharapkan mampu memajukan mutu pengendalian internal
perusahaan. Juka diacukan untuk memberikan pengamanan yang ideal kepada para

pemgang saham.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan
komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Tugas komite audit juga terkoneksi
dengan pengkajian terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan juga loyalitas
terhadap peraturan. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan
komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam

implementasi corporate governance.

Penelitian Klein (dalam Ahmed dan Duellman, 2007) menunjukkan bahwa
ukuran dewan komisaris berhubungan dengan adanya komite audit yang
menjalankan tugasnya lebih spesifik. Komite audit membantu dewan komisaris
dalam memantau kualitas dan integritas pengungkapan laporan keuangan. Untuk
itu, komite audit harus membangun komunikasi yang intens dengan dewan

komisaris, direksi, manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal.

Terkait dengan frekuensi pertemuan komite audit, efisiensi dalam melaksanakan
peran pengawasan dan pengendalian atas proses pelaporan keuangan dan
pengendalian internal membutuhkan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur akan
membantu komite audit dalam mengontrol akuntansi berkaitan dengan sistem
pengendalian internal, lebih netral dan lebih cakap dalam mengusulkan kritik untuk
hubungannya. Pertemuan secara berkala oleh komite audit ini dapat menangkal dan
menekan terjadinya kesalahan dalam pembuat keputusan oleh manajemen karena

aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terstruktur.



Penelitian yang menghubungkan konservatisme akuntansi dengan corporate
governance dewan komisaris dan komite audit belum banyak dilakukan, terutama
di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Dwinita dan Zulaikha (2019) tentang
pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap konservatisme
akuntansi, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berhubungan
signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kompetensi komite audit
dan frekuensi pertemuan komite audit berhubungan signifikan terhadap
konservatisme akuntansi. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Adhriatik dan Ismangil (2019) tentang analisis faktor-faktor good corporate
governance terhadap konservatisme akuntansi, membuktikan bahwa independensi
dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi.

Oleh kerena itu, penelitian ini hendak mengetahui bukti empiris apakah dewan
komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi
dan bagaimana pengaruh dewan komisaris dan komite audit dalam implementasi

corporate governance terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul
“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi
Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-

2019)”



B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris sebagai indikator dari corporate governance
berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi?

2. Apakah komite audit sebagai indikator dari corporate governance
berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi?

3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit sebagai indikator dari corporate
governance berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka batasan

masalah yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar
di BEI. Perusahaan yang digunakan hanya perusahaan yang
mempublikasikan (annual report) laporan tahunan secara lengkap dan
berturut-turut selama periode 2017 — 2019

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi

3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate governance yang
diproksikan dengan dewan komisaris, komite audit, dan frekuensi

pertemuan komite audit.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari

penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah secara parsial dewan komisaris
sebagai indikator dari corporate governance berpengaruh positif terhadap
konservatisme akuntansi.

2. Untuk menemukan bukti empiris apakah secara parsial komite audit sebagai
organ dari corporate governance berpengaruh positif terhadap
konservatisme akuntansi.

3. Untuk menemukan bukti empiris apakah secara parsial frekuensi pertemuan
komite audit sebagai indikator dari corporate governance berpengaruh
positif terhadap konservatisme akuntansi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak yang terkait adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi terhadap bukti empiris mengenai pengaruh
corporate governance dewan komisaris dan komite audit terhadap
konservatisme akuntansi.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan keputusan penggunaan konsep konservatisme akuntansi

sebagai penyempurna laporan keuangan.
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3. Bagi pemangku kepentingan, hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa
penerapan praktik konservatisme akuntansi menjadi salah satu faktor agar
investor tertarik pada perusahaan.

4. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat mengetahui keberhasilan dan
penentuan kebijakan dalam pelaporan keuangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistemastika atau kerangka penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

BAB | Pendahuluan merupakan bagian yang membahas atau menguraikan
latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Landasan teori dan pengembangan hipotesis merupakan bagian yang
membahas landasan teori mengenai teori-teori apa saja yang
melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis
penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang akan
diteliti, dan pengembangan hipotesis yang disimpulkan dari landasan

teori dan penelitian terdahulu.

BAB 11l Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel
penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang

digunakan dalam penelitian.
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BAB IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan dari
penjelasan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi

hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V Penutup merupakan bagian paling akhir yang menjelaskan tentang
kesimpulan berisi penyajian secara singkat, keterbatasan penelitian

dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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